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This study aims to determine the legal consequences of nominee 
agreements between Indonesian citizens and foreigners in the practice of 

buying and selling freehold land. In this study, this journal used a 

normative type of research. The results of this study show the validity of 

the nominee agreement is an agreement made by foreigners and 
Indonesian citizens in carrying out legal actions, namely carrying out 

buying and selling activities on land objects in Indonesian territory. By 

borrowing the name of an Indonesian citizen, henceforth the Indonesian 

citizen takes legal action in the process of land sale and purchase 
transactions based on statutory provisions and then registers at the defense 

office in accordance with the ownership rights to the land listed on behalf 

of Indonesian citizens. Based on article 9 paragraph (1) of the UUPA only 

Indonesian citizens can have a full relationship with earth, water, and 
space and furthermore, in paragraph (2) states that every Indonesian 

citizen, both men and women have the opportunity to obtain a right to land 

and to benefit from the results, both for themselves and their families. 

Although the UUPA does not expressly regulate the nominee agreement, 
article 9 can be used as a basis for determining the validity of land 

ownership by foreigners in Indonesia, so that the nominee agreement is 

null and void. 
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PENDAHULUAN 

Banyak orang asing yang bepergian ke Indonesia karena keindahan dan 

kekayaan alam negara ini. Orang-orang dari negara lain datang ke Indonesia untuk 

berbagai alasan, dan tinggal mereka mungkin berkisar dari beberapa minggu sampai 

berbulan-bulan. WNA datang ke Indonesia karena berbagai alasan, dan mereka 

sering berharap memiliki tempat tinggal permanen di sana (Jayanti 2018). Salah 

satu cara agar ekspatriat di Indonesia dapat membantu perekonomian negara 

berkembang adalah dengan memasukkan uang mereka ke pasar saham negara 
tersebut. Bukan hanya turis yang ingin berinvestasi saat berkunjung ke Indonesia, 

banyak dari mereka juga ingin membeli properti untuk dibangun. Membeli tanah di 

Indonesia mengharuskan orang asing dan lokal untuk menandatangani perjanjian 

jual beli tanah. Investor asing di Indonesia ingin membeli properti secara langsung, 

meskipun pemerintah telah memberikan alternatif penguasaan lahan dalam bentuk 

hak pakai hasil dan sewa, dengan beberapa syarat. 

Calon adalah istilah untuk prosedur ini. Dengan adanya calon yang julga 

merupakan perwujudan dari adanya suatu perikatan, maka para pihak dalam 

perikatan mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan syarat-syarat 
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perjanjian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanya penduduk Indonesia 
yang diberikan hak legal atas tanah di Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh 

hukum Indonesia. Untuk mencegah hal itu terjadi, pihak asing dan pihak Indonesia 

menyepakati calon. Orang asing dapat memperoleh hak kepemilikan penuh atas 

properti di Indonesia dengan mendaftarkannya atas nama calon WNI berdasarkan 

ketelntuan perjanjian ini.  

Perjanjian nominee tidak semua perjanjian berjalan lancar sesuai 

kesepakatan kedua pihak, sehingga banyak terjadi kasus atau sengketa hak atas 

tanah yang terjadi akibat dari pelaksanaan pakta pencalonan Penggugat, pasangan 

suami istri Australia, dijelaskan dalam Putusan No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin, yang 

merinci akibat dari perjanjian nominee, sedangkan Tergugat adalah seseorang WNI. 

Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat diawali dengan sebuah 

kepercayaan dalam hal pembelian tanah. Dimana pada tahun 2005 Para Penggugat 

mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat untuk dipergunakan sebagai uang 

pembelian Villa Puncak Bukit (Hilltop Hideaway) dibangun di lahan terpencil. 

Akan tetapi, Tergugat sendiri dalam hal pembelian tanah-tanah tersebut hanyalah 

dipakai / dipinjam namanya untuk sementara waktu Sesuai dengan persyaratan 

hukum formal untuk pendaftaran hak milik, penggugat dan tergugat membuat akta 

di hadapan Turut Tergugat I untuk menegaskan hak sipil penggugat dan kekuatan 

hukum tergugat untuk membeli dua bidang tanah tersebut. 

Sejak tahun 2009 Para Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan dari 

Tergugat perihal pengelolaan Villa Puncak Bukit (Hilltop Hideaway), sehingga 

pada bulan Mei tahun 2017 Para Penggugat menyampaikan keinginannya kepada 

Tergugat agar Villa Puncak Bukit (Hilltop Hideaway) dijual, dan setelah penggugat 

mendapatkan uangnya kembali, para tergugat membagi uangnya. Namun, tanpa 

alasan yang jelas Tergugat justru menolak untuk menjual bahkan Tergugat 

mengancam akan memblokade / menutup akses masuk menuju ke Villa Hilltop 

Hideaway. Maka, pada Juli 2018, terjadi persoalan hukum. Kantor Advokat 

Autrindo Law dipertahankan oleh Penggugat dalam upaya untuk merundingkan 

penyelesaian di luar pengadilan; akan tetapi, terhambatnya negosiasi oleh Tergugat 

dan kurangnya kerjasama selama proses penjualan menyebabkan penyelesaian 

tersebut ditolak. 

Alasan paling mendasar mengapa non-pribumi mencari hak properti adalah 

karena mereka mewakili klaim terlama dan terlengkap yang dapat dibuat seseorang 

atas sebidang real estat. Pasal 21 ayat (1) UUPA cukup jelas menyatakan bahwa 

tanah di negara tersebut tidak dapat dimiliki secara sah oleh orang asing. Tanah di 

Indonesia hanya dapat dimiliki oleh WNI. Hanya warga negara dan jenis badan 

hukum tertentu yang diperbolehkan memiliki properti di Indonesia. Banyak orang 

non-Indonesia diam-diam menggunakan sertifikat tanah di Indonesia meskipun 

undang-undang melarangnya. Beberapa orang yang tidak diperbolehkan secara 

hukum untuk memiliki tanah menggunakan perjanjian nominee atau pengaturan 

pinjaman sebagai formalitas, pemilik asing diwakili oleh WNI untuk mematuhi dan 

tidak melanggar aturan atau hukum apa pun. 

Berdasarkan kasus diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

kekuatan hukum dari perjanjian nominee yang masih banyak digunakan oleh 

masyarakat sampai saat ini, sehingga penulis membuat skripsi dengan judul 

“Sengketa Hukum Perjanjian Nominee Antara WNA Dan WNI Dalam Pengelolaan 
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Tanah (Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020/PN. Gin)”. Tujuan dalam penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian nominee antara WNA dan WNI 

dalam pengelolaan tanah, dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian nominee 

antara WNA dan WNI dalam pengelolaan tanah. 
 

METODE 

Pelnellitian ini melrulpakan pelnellitian hulkulm normatif, maka bahan hulkulm 

yang digulnakan melrulpakan bahan hulkulm primelr, selkulndelr, telrsielr. Dalam 

pelnellitian ini digulnakan belbelrapa pelndelkatan, yakni pelndelkatan pelrulndang-

ulndangan (statul apporoach), pelndelkatan konselp (koncelptulal approach), dan 

pelndelkatan kasuls (casel approach). Telknik pelngulmpullan dan pelngellolaan bahan 

hulkulm, selsulai delngan jelnis pelnellitian yang digulnakan, yaitul pelnellitian normatif 

(normativel lelgal relselarch) delngan meltodel invelntarisasi dan katelgorisasi bahan-

bahan hulkulm primelr belrulpa pelrulndang-ulndangan yang telrikat delngan 

pelrmasalahan yang diajulkan. Seltellah mellakulkan pelmelriksaan, sellanjultnya adalah 

melmbelrikan catatan-catatan ataul tanda yang melnyatakan jelnis sulmbelr bahan 

hulkulm (litelratulr, ulndang-ulndang, ataul dokulmeln). Telknik analisis bahan hulkulm 

yang digulnakan selsulai delngan jelnis pelnellitian hulkulm normatif melnggulnakan 

telknik analisis yang belrsifat analisis selcara normatif. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akibat Hukum Perjanjian Nominee Antara WNA Dan WNI Dalam 

Pengelolaan Tanah 

Akibat hulkulm delngan akta pelrjanjian Nominelel adalah belrulpa lahirnya, 

belrulbahnya, ataul lelnyapnya sulatul hulbulngan hulkulm telrtelntul. Pelrjanjian pokok yang 

diikulti delngan pelrjanjian lain telrkait delngan pelngulasaan tanah hak milik olelh WNA 

melnulnjulkkan bahwa tellah telrjadi pelnyellulndulpan hulkulm mellaluli pelrjanjian 

notariil. Pihak WNI yang belrlakul selbagai Nominelel ataul trultelel yang melminjamkan 

namanya kelpada WNA telrkait pada sulatul hulbulngan hulkulm yang melmbelri 

kelulntulngan dan tidak melmpelrdullikan kelbelnaran matelriil dari pelrjanjian itul. 

Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus 

mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” 

jadi suatu perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut 

haruslah ditentukan jenisnya”. Pasal 1332 KUHPerdata mengatur bahwa hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam 

suatu perjanjian (Dr. Subekti and Nugraheni 2020). 

Selcara ulmulm warga nelgara asing hanya dipelrbolelhkan melnggulnakan hak 

pakai atas tanah di wilayah Indonelsia. UlUlPA Pasal 42 melngatulr bahwa yang dapat 

melmpulnyai hak pakai adalah:  

1) Warga Nelgara Indonelsia;  

2) Orang asing yang belrkelduldulkan di Indonelsia;  

3) Badan  hulkulm  yang  didirikan  melnulrult hulkulm Indonelsia dan 

belrkelduldulkan di Indonelsia;  

4) Badan hulkulm asing yang melmpulnyai pelrwakilan di Indonelsia. 

Selbagaimana tellah telrdapat pada sahnya sulatul pelrjanjian haruls melmelnulhi 

keltelntulaan Pasal 1320 KUlH Pelrdata. Dimana salah satul syarat telrselbult yaitul 
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kelselpakatan dan cakap melmbulat kontrak adalah syarat sulbyelktif, apabila tidak 
dipelnulhi syarat telrselbult maka pelrjanjian yang dibulat dapat dibatalkan olelh salah 

satul pihak.  

Seldangkan sulatul hal telrtelntul dan selbab yang halal melrulpakan syarat 

obyelktif, apabila syarat telrselbult tidak telrpelnulhi maka pelrjanjian yang dibulat adalah 

batal delmi hulkulm. Artinya dari selmulla sulatul pelrjanjian dan/ataul sulatul pelrikatan 

dianggap tidak pelrnah dilahirkan/ tidak pelrnah ada. Tuljulan para pihak yang 

melngadakan pelrjanjian telrselbult ulntulk mellahirkan sulatul pelrikatan hulkulm adalah 

gagal. Selbagaimana dikatakan Maria S.W Sulmardjono bahwa, “Sulbstansi 

pelrjanjian telrselbult mellanggar syarat objelktif dan olelh karelna itul adalah batal delmi 

hulkulm.”  

Pasal 1335 KUlHPelrdata melnyatakan bahwa sulatul pelrjanjian yang dibulat 

delngan kaulsa palsul ataul telrlarang tidak melmpulnyai kelkulatan. Dalam hal ini, 

pelrjanjian itul dianggap suldah batal dari selmulla karelna tidak selmula pelrjanjian yang 

dibulat melmpulnyai kelkulatan melngikat selbagai ulndang-ulndang. Hanya pelrjanjian 

yang sah yang melngikat keldula bellah pihak. Delngan delmikian pelrjanjian pulra-pulra 

tidak melmpulnyai kelkulatan melngikat karelna dibulat tidak sah. 

Sellain belrdasarkan keltelntulan di KUlHPelrdata, melnulrult Pasal 26 ayat (2) 

UlUlPA, pelrjanjian pinjam nama (nominelel) julga dilarang dan pellanggaran telrhadap 

pasal ini belrakibat batal delmi hulkulm telrhadap pelrjanjian telrselbult. 

Pelrjanjian Nominelel tidak melmpulnyai dasar hulkulm yang kulat kelculali 

kelselpakatan para pihak. Selsulnggulhnya pelngulasaan hak milik atas tanah olelh WNA 

selcara tidak langsulng tidak melnjadikan pelrlindulngan hulkulm bagi yang 

belrsangkultan. Maria S. W. Sulmardjno melngulngkapkan bahwa kelduldulkan WNA 

dalam pelrjanjian nominelel sangat lelmah karelna dula alasan : 

 Pelrtama, walaulpuln keldula bellah pihak cakap belrtindak dan melngikatkan diri 

selcara sulkarella teltapi caulsanya adalah palsul ataul telrlarang karelna pelrjanjian 

itul melngakibatkan dilarangnya keltelntulan pasal 26 ayat (2) UlUlPA. Pasal 1335 

melnyatakan bahwa sulatul pelrjanjian yang dibulat delngan caulsa palsul ataul 

telrlarang tidak melmpulnyai kelkulatan. Pelrjanjian yang dibulat antara WNI dan 

WNA telrselbult didasarkan pada caulsa yang palsul, yakni pelrjanjian yang dibulat 

delngan pulra-pulra selrta melnyelmbulnyikan caulsa yang selbelnarnya tidak 

dipelrbolelhkan. Dalam hal ini, pelrjanjian itul dianggap suldah batal dari selmulla 

dan hakim belrwelnang karelna jabatannya melngulcapkan pelmbatalan itul, 

walaulpuln tidak diminta olelh selsulatul pihak (pelmbatalan multlak).  

 Keldula, tidak selmula pelrjanjian yang dimulat melmpulnyai kelkulatan melngikat 
selbagai Ulndang-Ulndang. Hanya pelrjanjian yang sah yang melngikat keldula bella 

pihak. Delngan delmikian pelrjanjian pulra-pulra tidak melmpulnyai kelkulatan 

melngikat karelna dibulat tidak sah. 

Delngan delmikian ada dula macam pelrlindulngan hulkulm, yaitul : pelrlindulngan 

hulkulm prelvelntif dimana rakyat dibelrikan kelselmpatan ulntulk melngajulkan kelbelratan 

(insprak) ataul pelndapat selbellulm kelpultulsan pelmelrintah telrtelntul belrsifat delfinitif 

dan pelrlindulngan hulkulm relprelsif yang belrtuljulan ulntulk melnyellelsaikan selngkelta.  

Selpelrti halnya kasuls ataul selngkelta hak atas tanah yang telrjadi akibat dari 

pellaksanaan fakta pelncalonan Pelnggulgat, pasangan sulami istri Aulstralia, dijellaskan 

dalam Pultulsan No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin, yang melrinci akibat dari pelrjanjian 

nominelel, seldangkan Telrgulgat adalah selselorang WNI. Hulbulngan hulkulm antara 
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Para Pelnggulgat delngan Telrgulgat diawali delngan selbulah kelpelrcayaan dalam hal 
pelmbellian tanah. Dimana pada tahuln 2005 Para Pelnggulgat melntransfelr seljulmlah 

ulang kelpada Telrgulgat ulntulk dipelrgulnakan selbagai ulang pelmbellian Villa Pulncak 

Bulkit (Hilltop Hidelaway) dibanguln di lahan telrpelncil. Akan teltapi, Telrgulgat selndiri 

dalam hal pelmbellian tanah-tanah telrselbult hanyalah dipakai / dipinjam namanya 

ulntulk selmelntara waktul Selsulai delngan pelrsyaratan hulkulm formal ulntulk pelndaftaran 

hak milik, pelnggulgat dan telrgulgat melmbulat akta di hadapan Tulrult Telrgulgat I ulntulk 

melnelgaskan hak sipil pelnggulgat dan kelkulatan hulkulm telrgulgat ulntulk melmbelli dula 

bidang tanah telrselbult. 

Seljak tahuln 2009 Para Pelnggulgat tidak pelrnah melndapatkan laporan dari 

Telrgulgat pelrihal pelngellolaan Villa Pulncak Bulkit (Hilltop Hidelaway), selhingga 

pada bullan Meli tahuln 2017 Para Pelnggulgat melnyampaikan kelinginannya kelpada 

Telrgulgat agar Villa Pulncak Bulkit (Hilltop Hidelaway) dijulal, dan seltellah pelnggulgat 

melndapatkan ulangnya kelmbali, para telrgulgat melmbagi ulangnya. Namuln, tanpa 

alasan yang jellas Telrgulgat julstrul melnolak ulntulk melnjulal bahkan Telrgulgat 

melngancam akan melmblokadel / melnultulp aksels masulk melnuljul kel Villa Hilltop 

Hidelaway. Maka, pada Julli 2018, telrjadi pelrsoalan hulkulm. Kantor Advokat 

Aultrindo Law dipelrtahankan olelh Pelnggulgat dalam ulpaya ulntulk melrulndingkan 

pelnyellelsaian di lular pelngadilan; akan teltapi, telrhambatnya nelgosiasi olelh Telrgulgat 

dan kulrangnya kelrjasama sellama prosels pelnjulalan melnyelbabkan pelnyellelsaian 

telrselbult ditolak. 

Alasan paling melndasar melngapa non-pribulmi melncari hak propelrti adalah 

karelna melrelka melwakili klaim telrlama dan telrlelngkap yang dapat dibulat selselorang 

atas selbidang relal elstat. Pasal 21 ayat (1) UlUlPA culkulp jellas melnyatakan bahwa 

tanah di nelgara telrselbult tidak dapat dimiliki selcara sah olelh orang asing. Tanah di 

Indonelsia hanya dapat dimiliki olelh WNI. Hanya warga nelgara dan jelnis badan 

hulkulm telrtelntul yang dipelrbolelhkan melmiliki propelrti di Indonelsia. Banyak orang 

non-Indonelsia diam-diam melnggulnakan selrtifikat tanah di Indonelsia melskipuln 

ulndang-ulndang mellarangnya. Belbelrapa orang yang tidak dipelrbolelhkan selcara 

hulkulm ulntulk melmiliki tanah melnggulnakan pelrjanjian nominelel ataul pelngatulran 

pinjaman selbagai formalitas, pelmilik asing diwakili olelh WNI ulntulk melmatulhi dan 

tidak mellanggar atulran ataul hulkulm apa puln. 

a. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Nomine 

Delngan adanya larangan ulntulk mellakulkan pelrjanjian nominelel ataul delngan 

pinjam nama, maka konselkwelnsinya adalah seltiap pelnggulnaan nama orang yang 

belrkelwarganelgaraan Indonelsia selbagai pelmelgang hak milik atas tanah di Bali, 

dianggap selbagai pelmilik yang sah. Delngan delmikian, maka walaulpuln dibulat sulatul 

akta pelrnyataan ataul Akta Pelngakulan dan Kulasa yang melnyatakan bahwa 

selbelnarnya orang Indonelsia telrselbult hanyalah selolah-olah pelmilik dari tanah yang 

dimaksuld dan mellakulkannya atas nama orang asing telrselbult, maka yang diakuli 

selbagai pelmilik sah dimata hulkulm teltaplah orang Indonelsia dimaksuld ataul 

pelmelgang selrtifikat hak milik atas tanah karelna akta pelrnyataan ataulpuln kulasa  

telrselbult dinyatakan batal delmi hulkulm selbagaimana ditelgaskan dalam Pasal 33 ayat 

(2) Ulndang-ulndang Nomor 25 Tahuln 2007 Telntang Pelnanaman Modal.  

Melnulrult Sulbelkti “Pelrjanjian yang dibulat antara WNA dan WNI telrselbult 

didasarkan atas caulsa yang palsul, yakni pelrjanjian yang dibulat delngan pulra-pulra 

ulntulk melnyelmbulnyikan caulsa yang selbanarnya tidak dipelrbolelhkan” (Sulbelkti, 
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1992:137). Olelh karelna pelrjanjian nominelel adalah pelrjanjian yang tidak sah karelna 
tellah mellanggar keltelntulan pelratulran pelrulndangulndangan, khulsulsnya dalam hal ini 

adalah keltelntulan Pasal 21 ayat (1) dan keltelntulan Pasal 26 ayat (2) UlUlPA, maka 

pelrjanjian nominelel adalah pelrjanjian yang batal seljak selmulla, karelna pelrjanjian 

nominelel dibulat selcara tidak sah, maka tidak melmpulnyai kelkulatan hulkulm 

melngikat. kelhidulpan belrmasyarakat, sulatul pelrikatan itul lahir dari sulatul pelrjanjian 

yang dibulat antara pihak yang saling melngikatkan diri dalam pelrjanjian telrselbult, 

dan tidak dapat dipulngkiri pulla bahwa sulatul pelrjanjian melmiliki pelran pelnting 

dalam belrkelgiatan dalam masyarakat, baik di bidang elkonomi, sosial maulpuln 

politik. Pelrikatan melrulpakan sulatul hulbulngan hulkulm, yang artinya hulbulngan yang 

diatulr dan diakuli olelh hulkulm. Hulbulngan hulkulm pelrlul dibeldakan delngan 

hulbulngan-hulbulngan yang telrjadi dalam pelrgaullan hidulp belrdasarkan kelsopanan, 

kelpatulhan dan kelsulsilaan. Pelrjanjian yang melngatulr hulbulngan hulkulm antara WNA 

delngan orang Indonelsia selbagaimana diatulr dalam Bulkul III KUlHPelrdata. Dalam 

hulbulngan hulkulm pelrjanjian tiap pihak melmpulnyai hak dan kelwajiban selcara 

timbal balik. 

Pihak yang satul melmpulnyai hak ulntulk melnulntult selsulatul dari pihak lain, dan 

pihak lain wajib melmelnulhi tulntultan itul, delmikan pulla selbaliknya. Pihak yang 

belrhak melnulntult diselbult krelditulr, seldangkan pihak yang wajib melmelnulhi tulntultan 

diselbult delbitulr. Selsulatul yang ditulntult diselbult prelstasi.  

Pada dasarnya Nominelel adalah orang yang diangkat ataul ditulnjulk. Nominelel 

digulnakan WNA ulntulk kelpelntingan kelpelmilikan hak atas tanah. WNA tidak belrhak 

melmiliki tanah di Indonelsia, olelh karelna itul, WNA melnggulnakan cara Nominelel 

agar dia dapat melnikmati obyelk tanah selcara melnyellulrulh.  

Dalam praktik selhari-hari adalah melmbelrikan kelmulngkinan bagi WNA 

melmiliki tanah yang dilarang olelh UlUlPA adalah delngan jalan “melminjam nama” 

(Nominelel) WNI dalam mellakulkan julal belli, selhingga selcara yulridis formal tidak 

melnyalahi atulran. Akan teltap disamping itul dilakulkan ulpaya pelmbulatan pelrjanjian 

antara WNI delngan WNA delngan cara pelmbelrian kulasa, yaitul kulasa multlak, yang 

melmbelrikan hak yang tidak dapat ditarik kelmbali olelh pelmbelri kulasa (WNI) dan 

melmbelrikan kelwelnangan bagi pelnelrima kulasa (WNA) ulntulk mellakulkan selgala 

pelrbulatan hulkulm belrkelnaan delngan hak atas tanah telrselbult, yang melnulrult hulkulm 

hanya dapat dilakulkan olelh pelmelgang hak (WNI).  

Hulkulm dalam pelmbulatan Pelrjanjian adalah melngelnai Kelwelnangan 

belrtindak orang asing selbagai Pihak dalam Pelrjanjian. Pada dasarnya hulkulm 

pelrikatan Indonelsia melmbelbaskan siapa saja dapat melmbulat Pelrjanjian telrmasulk 

orang asing. Delngan keltelntulan orang asing telrselbult cakap dan belrwelnang selbagai 

Pihak dalam pelrjanjian. Hulkulm Indonelsia sangat melmbatasi hal telrselbult telrkait 

syarat dan kritelria orang asing. Telrultama orang asing selbagai pihak dalam 

pelrjanjian yang dibulat selcara aultelntik. Melngelnai kelwelnangan orang asing selbagai 

Pihak dalam Pelrjanjian haruls melngacul pada izin tinggalnya. Seltiap orang asing 

yang belrada di wilayah Indonelsia haruls melmiliki izin tinggal. Hal itul telrtulang 

dalam UlUl No. 6 tahuln 2011 bahwa melrelka (WNA) wajib melmiliki izin tinggal. 

Pelntingnya ulntulk dipelrhatikan izin tinggal bagi WNA ulntulk dapat melnelntulkan 

kelwelnangan belrtindaknya di Indonelsia telrmasulk dalam pelmbulatan pelrjanjian. 

Ulntulk sellanjultnya kelwelnangan hulkulm, adalah kelwelnangan ulntulk melnjadi 

pelndulkulng hak dan kelwajiban di dalam hulkulm. Jadi melrulpakan kelwelnangan ulntulk 
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melnjadi sulbyelk hulkulm (Maman Suherman and J Satrio 2010). Kelwelnangan 
belrtindak melrulpakan kelwelnangan khulsuls, yang hanya belrlakul ulntulk orang telrtelntul 

dan ulntulk tindakan hulkulm telrtelntul saja. Delngan kelsimpullan bahwa yang 

melnelntulkan selselorang telrselbult belrwelnang dalam mellakulkan tindakan hulkulm 

adalah ditelntulkan olelh pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melngatulr khulsuls ulntulk 

itul. Kelwelnangan belrtindak melrulpakan kelwelnangan ulmulm ulntulk mellakulkan 

tindakan hulkulm. Seltellah manulsia dinyatakan melmpulnyai kelwelnangan hulkulm 

maka sellanjultnya kelpada melrelka dibelrikan kelwelnangan ulntulk mellaksanakan hak 

dan kelwajibannya olelh karelnanya dibelrikan kelwelnangan belrtindak. Karelna WNA 

julga dapat hadir selbagai pihak dalam pelrjanjian yang artinya orang asing telrselbult 

selbagai sulbyelk hulkulm, maka dipandang pelnting bahwa WNA yang dimaksuld 

adalah orang asing yang dapat dikatelgorikan selbagai sulbyelk hulkulm melmelnulhi 

syarat sulbyelktif dalam sulatul pelrjanjian, yang ultamanya adalah kelcakapan dan 

kelwelnangan belrtindak. Bagi WNA selndiri, belrkaitan delngan kelcakapannya dalam 

melmbulat pelrjanjian sangat dibatasi olelh hulkulm Indonelsia. Yang artinya tidak 

selmula WNA yang seldang belrada di Indonelsia dapat dikatakan cakap dalam 

melmbulat pelrjanjian. Adapuln atulran yang melmbatasi kelwelnangan belrtindak bagi 

WNA dalam melmbulat pelrjanjian adalah atulran melngelnai kelimigrasian. Karelna hal 

ini belrkaitan delngan izin tinggal WNA telrselbult. Atulran kelimigrasian melnsyaratkan 

bagi WNA yang belrkelduldulkan di Indonelsia dapat dikatelgorikan melmiliki 

kelwelnangan belrtindak dalam hulkulm pelrjanjian adalah WNA yang melmpelrolelh 

izin tinggal.  

Pelrjanjian pinjam nama ataul nominelel agrelelmelnt melrulpakan sulatul 

pelrjanjian yang lahir delngan tidak belrnama. Pelrjanjian ini dilandasi delngan 

belbelrapa asas diantaranya asas kelbelbasan belrkontrak, asas kelkulatan melngikat selrta 

itikad baik yang telrmulat pada Bulkul III KUlHPelrdata. Pelrjanjian pinjam nama 

dilakulkan antara WNA delngan WNI. Pelrjanjian ini dilakulkan dalam rangka 

pelngulasaan Hak Milik atas tanah, dimana tanah telrselbult tellah dibelli olelh WNA 

yang belrsangkultan, namuln dikarelnakan adanya larangan pelngulasaan hak milik atas 

tanah bagi WNA, maka WNA telrselbult melmilih altelrnatif ulntulk mellakulkan 

pelrjanjian delngan WNI. Pelrjanjian telrselbult dilakulkan di hadapan Notaris/PPAT 

agar dapat mellindulngi hak atas tanah. Hak Milik telrselbult dilakulkan atas dasar 

pelnyellulndulpan keltelntulan yang telrdapat pada Pasal 21 ayat (2) UlUlPA (Damayanti 

Saputri 2015).  

Pelrjanjian nominelel dapat dianggap selbagai pelrjanjian simullasi ataul pulra-

pulra yang dibulat olelh belbelrapa pihak, selpelrti WNI dan WNA. Nominelel kellular 

melnulnjulkkan selolah-olah telrjadi pelrjanjian antara melrelka, teltapi selbelnarnya 

melrelka selcara telrsellulbulng ataul rahasia seltuljul bahwa pelrjanjian nominelel tidak 

telrjadi. 

Dilihat dari UlUlPA, pelrjanjian Nominelel ulntulk pelmilikan sulatul tanah di 

Indonelsia tidak melnjadi masalah apabila para pihaknya yang mellakulkan pelrjanjian 

Nominelel sama-sama melrulpakan WNI. Yang melnjadi pelrmasalahan adalah saat 

pelrjanjian Nominelel ulntulk pelmilikan sulatul tanah belrlangsulng antara WNA delngan 

WNI, maka hal telrselbult jellas dilarang dalam UlUlPA yakni belrkaitan delngan 

pelngatulran pada Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2), yang melnyelbultkan bahwa 

warga nelgara sellain WNI dilarang melmiliki sulatul Hak Milik delngan apapuln 

caranya, baik itul lelwat julal belli, pelnulkaran, pelnghibahan, pelmbelrian delngan 
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wasiat, dan pelrbulatan lainnya yang dimaksuldkan selcara langsulng ataul tidak 
langsulng melmindahkan Hak Milik kelpada WNA. WNA yang belrkelduldulkan di 

Indonelsia ataulpuln badan hulkulm asing yang melmpulnyai pelrwakilan di Indonelsia 

hanya dapat melmpulnyai Hak Pakai ulntulk tanah di sellulrulh wilayah Indonelsia. 

Pada sulatul pelrjanjian pinjam nama telrdapat dula pihak, yaitul pihak Nominelel 

yang telrcatat selcara hulkulm dan pihak belnelficiary (pelnelrima) yang melnikmati 

seltiap kelulntulngan dan kelmanfaatan dari tindakan-tindakan yang dilakulkan olelh 

pihak yang telrcatat selcara hulkulm. Pihak Nominelel melrulpakan pihak yang ditulnjulk 

belnelficiary ulntulk melwakili pelrbulatan ataul kelpelntingan yang dikelhelndaki 

belnelficiary. Pelrbulatan hulkulm yang dapat dilakulkan Nominelel telrbatas pada 

pelrbulatan hulkulm telrtelntul selsulai delngan kelselpakatan para pihak yang tellah 

dipelrjanjikan selbellulmnya delngan belnelficiary. Belrdasarkan ulraian pelngelrtian 

pelrjanjian pinjam nama di atas, maka dapat dikeltahuli bahwa pelrjanjian pinjam 

nama (Nominelel agrelelmelnt) melmiliki ciri-ciri telrdapatnya 2 jelnis kelpelmilikan, 

yaitul kelpelmilikan selcara hulkulm (del julrel) dan kelpelmilikan selcara tidak langsulng 

(del facto).  

Pelrjanjian pinjam nama ataul Nominelel melrulpakan salah satul belntulk 

pelrjanjian innominaat ataul pelrjanjian tidak belrnama yang tidak diatulr selcara telgas 

dan khulsuls dalam KUlHPelrdata. Akan teltapi banyak pihak yang melnggulnakan 

pelrjanjian Nominelel ulntulk melmbelli propelrti ataul belrinvelstasi di Indonelsia. 

Pelrjanjian Nominelel kelrap kali digulnakan dalam hal pelngulasaan tanah di Indonelsia 

yang dilakulkan olelh WNA. Di dalam praktik ditelmulkan pelrjanjian Nominelel, yakni 

dalam hal pelmilikan tanah hak olelh WNA yang dilarang ulndang-ulndang ulntulk 

melmiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 UlUlPA). Pada pelrjanjian telrselbult 

dipelrjanjikan bahwa tanah selcara hak melnggulnakan nama dari WNI, teltapi selcara 

kelulangan adalah dari pihak WNA dan adanya pelrnyataan dari pihak WNI bahwa 

selbelnarnya tanah hak telrselbult adalah milik WNA telrselbult. Pelrjanjian belselrta kulasa 

selmacam ini belrtelntangan delngan ulndang-ulndang dan belrakibat batal delmi hulkulm. 

Pelrjanjian Nominelel telrselbult sellain melrulpakan pelrjanjian pulra-pulra, julga 

melngandulng kaulsa yang telrlarang (Pasal 1335 KUlHPelrdata).  

Kelpelmilikan tanah hak milik olelh pihak asing yang melnggulnakan konselp 

Nominelel, yaitul pelmilik yang telrcatat dan diakuli selcara hulkulm (Lelgal ownelr) dan 

pelmilik yang selbelnarnya melnikmati kelulntulngan belrikult kelrulgian yang timbull dari 

belnda yang dimiliki olelh Lelgal ownelr. Belrdasarkan hulkulm Lelgal ownelr adalah 

pelmelgang hak yang sah atas belnda telrselbult, yang telntulnya melmiliki hak ulntulk 

melngalihkan, melnjulal, melmbelbani, melnjaminkan selrta mellakulkan tindakan 

apapuln atas belnda yang belrsangkultan, seldangkan belnelficiary tidak diakuli selbagai 

pelmilik atas belnda selcara hulkulm. Dalam kelpelmilikan tanah olelh WNA mellaluli 

pelrjanjian Nominelel, pada ulmulmnya nama dan idelntitas pihak WNI telrcatat selbagai 

pelmilik sah dalam selrtipikat tanah, seldangkan nama dan idelntitas diri dari pihak 

belnelficiary tidak mulncull dalam belntulk apapuln julga. Delngan digulnakannya nama 

selrta idelntitas dari Nominelel selbagai pihak yang telrcatat selcara hulkulm, maka pihak 

belnelficiary melmbelrikan kompelnsasi dalam belntulk Nominelel felel. Julmlah dari 

Nominelel felel telrselbult belrdasarkan kelselpakatan belrsama antara Nominelel dan 

belnelficiary. Pelrwuljuldan Nominelel ini ada pada sulrat pelrjanjian yang dibulat olelh 

para pihak, yaitul antara WNA dan WNI selbagai pelmbelri kulasa (Nominelel) yang 

diciptakan mellaluli satul pakelt pelrjanjian itul pada hakikatnya belrmaksuld ulntulk 
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melmbelrikan selgala kelwelnangan yang mulngkin timbull dalam hulbulngan hulkulm 
antara selselorang delngan tanahnya kelpada WNA sellakul pelnelrima kulasa ulntulk 

belrtindak layaknya selorang pelmilik yang selbelnarnya dari selbidang tanah yang 

melnulrult hulkulm di Indonelsia tidak dapat dimilikinya yaitul hak milik. Pelmbelrian 

kulasa telrselbult melrulpakan pelrjanjian delngan mana selorang melmbelrikan kelkulasaan 

(welwelnang) kelpada selorang lain, yang melnelrimanya, ulntulk atas namanya 

melnyellelnggarakan sulatul ulrulsan (Rosando and Ferrry Abraham 2017). 

Pasal 1868 KUlHPelrdata melnyelbultkan bahwa, sulatul akta aultelntik ialah 

sulatul akta yang di dalam belntulk yang ditelntulkan olelh ulndang-ulndang, dibulat olelh 

ataul di hadapan pelgawai ulmulm yang belrkulasa ulntulk itul di telmpat di mana akta 

dibulatnya. Notaris dalam hal ini kelmuldian melnyimpan akta telrselbult selbagai minulta 

akta (asli Akta yang melncantulmkan tanda tangan para pelnghadap, saksi, dan 

Notaris, yang disimpan selbagai bagian dari Protokol Notaris). 

Akta otelntik melrulpakan alat bulkti yang selmpulrna selbagaimana diatulr 

dalam pasal 1870 KUlHPelrdata, ia melmbelrikan diantara para pihak telrmasulk para 

ahli warisnya ataul orang yang melndapat hak dari para pihak itul sulatul bulkti yang 

selmpulrna telntang apa yang dipelrbulat/dinyatakan dalam akta ini, ini belrarti 

melmpulnyai kelkulatan bulkti seldelmikian rulpa karelna dianggap mellelkatnya pada akta 

itul selndiri selhingga tidak pelrlul dibulktikan lagi dan bagi hakim itul melrulpakan 

“Bulkti wajib” (Velrplicht Belwijs), Delngan delmikian barang siapa yang melnyatakan 

bahwa akta otelntik itul palsul maka ia haruls melmbulktikan telntang kelpalsulan akta 

itul, olelh karelna itullah maka akta otelntik melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian baik 

lahiriah, formil maulpuln matelriil. 

b. Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Perjanjian Nominee 

Dalam melnjalankan tulgasnya dan melmbelrikan pellayanan kelpada 

masyarakat, notaris haruls tulndulk pada pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

belrlakul. Hal ini sangat pelnting, karelna notaris melnjalankan tulgas keldinasan tidak 

hanya ulntulk kelpelntingan pribadi, teltapi julga ulntulk kelpelntingan masyarakat, wajib 

melnjamin kelaslian pelrbulatannya, olelh karelna itul notaris ditulntult ulntulk lelbih pelka, 

juljulr, adil, dan transparan dalam pelrbulatannya ulntulk melnjamin kelaslian selmula 

pihak yang telrlibat langsulng dalam pelrbulatannya.  

Notaris haruls melnjulnjulng tinggi kodel eltik profelsi notaris dalam 

melnjalankan tulgasnya, karelna jika tidak maka notaris akan kelhilangan martabat 

profelsinya dan tidak lagi melmpelrolelh kelpelrcayaan masyarakat. Notaris julga 

ditulntult ulntulk melmiliki nilai moral yang tinggi, karelna delngan moral yang tinggi, 

notaris tidak akan melnyalahgulnakan kelkulasaannya, selhingga notaris dapat 

melnjaga martabat peljabat pulblik, melmbelrikan pellayanan selsulai delngan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan, dan tidak melrulsak citra notaris itul selndiri. Dalam 

melnjalankan tulgasnya, khulsulsnya dalam praktik strulktulr nominelel ulntulk hak atas 

tanah asing, notaris telntulnya haruls melmahami bahwa melskipuln konselp nominelel 

banyak digulnakan dalam praktik, namuln tidak belgitul dikelnal di Indonelsia karelna 

asas kelbelbasan belrkontrak dapat diikulti selpanjang syarat-syarat pelrjanjian yang sah 

dipelnulhi. Olelh karelna itul, notaris haruls melmahami selpelnulhnya bahwa Pasal 26 

ayat (2) UlUlPA mellarang pelmbelntulkan strulktulr pelncalonan hak atas tanah bagi 

orang asing.  

Olelh karelna itul, dalam melnjalankan tulgasnya Notaris wajib melnolak dan 

wajib melmbelrikan nasihat hulkulm kelpada pihak yang melminta ulntulk melngadakan 
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pelrjanjian telntang pelncalonan hak atas tanah bagi orang asing, karelna pelrjanjian itul 
akan melngakibatkan keltidakabsahan. Melskipuln delmikian, dalam praktiknya masih 

telrdapat notaris yang belrseldia melmbelrikan jasa kelpada orang asing ulntulk melmbulat 

pelrjanjian pelncalonan hak atas tanah ataul melngizinkan para pihak ulntulk melmbulat 

pelrjanjian tanpa melrasa kelwajiban hulkulm ulntulk melmbelrikan nasihat hulkulm. 

Kelselpakatan ulntulk melmbulat strulktulr pelncalonan hak atas tanah asing 

dilatarbellakangi olelh keltidaktahulan hulkulm Indonelsia telntang nominelel dan hak atas 

tanah, teltapi ada julga ulnsulr kelselngajaan yang belrasal dari pelran notaris dalam 

melmbelntulk strulktulr pelncalonan hak atas tanah asing melruljulk pada sulsulnan notaris 

yang melmbantul para pihak ulntulk melmasulkkan pelrjanjian dalam belntulk akta nyata, 

delngan melngabaikan dan mellanggar keltelntulan hulkulm, melmbelntulk strulktulr 

kelagelnan hak atas tanah asing, karelna pada dasarnya keltika melmbulat akta nyata, 

notaris belrkelwajiban ulntulk melmastikan bahwa akta yang dibulat olelhnya ataul 

dihadapannya tidak belrtelntangan delngan ulndang-ulndang dan pelratulran pelrulndang-

ulndangan lainnya.  

Selsulai delngan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris 

diwajibkan ulntulk belrtindak juljulr, saksama, mandiri, tidak belrpihak, dan melnjaga 

kelpelntingan pihak yang telrkait dalam pelrbulatan hulkulm. Akibatnya, notaris haruls 

belrtindak delngan hati-hati, celrmat, dan telliti sellama proseldulr pelmbulatan akta 

otelntik. 

Notasi teltap tidak melnjadi pihak dalam akta karelna pihak lain melmiliki hak 

ulntulk melnelntulkan apa yang akan ditullis dalam akta. Namuln, notaris melmiliki hak 

ulntulk melnolak melmbelrikan layanan kelpada para pelnghadap jika isi akta jellas 

belrtelntangan delngan ulndang-ulndang. 

Olelh karelna itul, pelrtanggulng jawaban notaris julga melncakulp kelbelnaran isi 

akta dan melmastikan bahwa isi akta tidak belrtelntangan delngan ulndang-ulndang, 

selhingga notaris dapat dimintai pelrtanggulng jawaban jika dalam akta aultelntik ada 

hal yang belrtelntangan delngan ulndang-ulndang. Tidak dapat dibelnarkan selcara 

hulkulm dan melrulpakan ulpaya pelnyellulndulpan hulkulm ulntulk melmbulat pelrjanjian 

nominelel yang belrkaitan delngan hak milik atas tanah. 

Selcara jellas mellanggar keltelntulan yang telrcantulm dalam UlUlPA, yaitul pasal 

26 ayat (2), karelna notaris belrpelran dalam pelmbelntulkan strulktulr nominelel hak atas 

tanah selrta dalam praktiknya. Karelna itul, notaris belrtanggulng jawab ulntulk 

melmbelrikan pellatihan hulkulm telrkait pelmbulatan akta aultelntik dalam hal ini.  

Selbelnarnya, notaris melmiliki hak ulntulk melnolak melmbulat akta yang 

melnulnjulk kandidat ulntulk hak atas tanah, teltapi jika notaris belrseldia melmbulatnya, 

notaris julga dapat dimintai pelrtanggulngjawaban. Notaris melmiliki tanggulng jawab 

selbagai peljabat ulmulm ulntulk melncelgah pelmbulatan pelrjanjian yang belrtelntangan 

delngan ulndang-ulndang. Kelwelnangan notaris dalam pelnyullulhan hulkulm dan 

kelwajiban melmbacakan akta di delpan para pihak dan saksi melrulpakan tanggulng 

jawab notaris. 

Tanggulng jawab hulkulm notaris timbull dari tulgas dan welwelnang yang 

dipelrolelh dalam melmelnulhi sulmpah jabatannya (Prakoso, Wibby Yulda, dan 

Gulnarto, 2017:775). Notaris belrtanggulng jawab kelpada pihak apabila pihak 

telrselbult melnganggap bahwa pelrbulatan yang dilakulkan olelh notaris itul melrulgikan. 

Notaris dan para pihak belkelrja sama ulntulk melmbulat kontrak nyata, yang 

melnciptakan hak dan kelwajiban keldula bellah pihak. Hak notaris adalah ulntulk 
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dibayar (honorariulm) ulntulk layanan hulkulm yang dia belrikan. Tulgas Notaris Pasal 
16 ayat (1) UlUlJN antara lain belrhulbulngan delngan juljulr, mandiri, telliti dan tidak 

melmihak kelpada siapapuln (belrsifat neltral) dan melnjaga kelpelntingan klieln dari 

pelrlakulan hulkulm, kelculali klieln melmpulnyai alasan ulntulk melnolak, dilindulngi di 

bawah Sulmpah Jabatan Kelrahasiaan kontrak, kelculali ditelntulkan lain olelh hulkulm, 

akta telrselbult dibacakan di hadapan panitelra yang melngatulr bahwa haruls ada dula 

orang saksi dan ditandatangani olelh panitelra, saksi dan notaris. Dalam pelmbulatan 

akta yang nyata, para pihak belrhak atas jaminan kelpastian hulkulm atas akta yang 

dibulat olelh notaris di hadapan notaris. Kelwajiban para pihak adalah melmbelrikan 

keltelrangan yang selbelnarnya, yang kelmuldian akan ditulangkan dalam belntulk akta 

olelh notaris, sellain itul para pihak julga haruls melmbelrikan idelntitas lelngkap kelpada 

notaris.   

Selcara ulmulm, pelmilikan hak atas tanah diatulr dalam Pasal 41 dan 42 UlUlPA 

dan diatulr lelbih lanjult dalam Pelratulran Pelmelrintah No. 40 Tahuln 1996 yang 

mellipulti hak gulna ulsaha, hak gulna bangulnan dan hak gulna atas tanah. Dasar hulkulm 

Pasal 42 UlUlPA adalah Pasal 33 ayat (3) UlUlD 1945. Belrbagai hak atas tanah (Pasal 

4 jo Pasal 76 UlUlPA).   

Dalam Pasal 9 ayat (1) UlUlPA julga ditelntulkan bahwa WNI dapat melmiliki 

hulbulngan yang culkulp delngan bulmi, air dan rulang angkasa, yang belrarti hanya WNI 

yang dapat melmiliki hak milik. Belrdasarkan UlUlPA, kelpelmilikan, hak pakai hasil 

dan hak gulna bangulnan tidak dapat dibelrikan kelpada orang asing ataul invelstor. 

Orang asing yang belrtelmpat tinggal di Indonelsia dan pelnanam modal asing yang 

melmiliki pelrwakilan di Indonelsia dapat melmpelrolelh hak atas tanah dalam belntulk 

hak pakai hasil. Bagi WNI yang belrpindah kelwarganelgaraan, ataul orang asing yang 

melmpelrolelh hak sellain hak pakai hasil karelna pelwarisan, maka hak itul haruls 

belralih dalam waktul satul tahuln seljak pelralihan kelwarganelgaraan ataul pelrolelhan 

hak itul, selbaliknya bila pelralihan itul tidak dilakulkan selsuldahnya, maka hak atas 

tanah melnjadi milik nelgara, dan pelralihan hak atas tanah melnjadi tidak sah selsulai 

delngan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) UlUlPA. Olelh 

karelna itul, tidak mulngkin bagi orang asing ulntulk melmpelrolelh hak atas tanah dalam 

sistelm hulkulm pelrtanahan sellain hak pakai hasil. 

Melnulrult UlUlPA hak milik, hak gulna ulsaha dan hak gulna bangulnan tidak 

dapat dibelrikan kelpada orang ataul invelstor asing. Pasal 26 ayat (2) UlUlPA bahkan 

melnyatakan :  

“Seltiap julal-belli, pelnulkaran, pelnghibahan, pelmbelrian delngan wasiat dan 

pelrbulatan-pelrbulatan lain yang dimaksuldkan ulntulk langsulng ataul tidak langsulng 

melmindahkan hak milik kelpada orang asing, kelpada selorang warga nelgara yang di 

samping kelwarganelgaraan Indonelsia melmpulnyai kelwarganelgaraan asing ataul 

kelpada sulatul badan hulkulm, kelculali yang diteltapkan olelh Pelmelrintah telrmaksuld 

dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karelna hulkulm dan tanahnya jatulh kelpada 

Nelgara, delngan keltelntulan, bahwa hak-hak pihak lain yang melmbelbaninya teltap 

belrlangsulng selrta selmula pelmbayaran yang tellah ditelrima olelh pelmilik tidak dapat 

ditulntult kelmbali”.  

Pelmbulatan pelrjanjian nominelel biasanya dilakulkan mellaluli selrangkaian 

akta, telrmasulk pelmbulatan sulrat kulasa katelgoris ulntulk hak atas tanah. Selbagaimana 

dikeltahuli ilmul hulkulm, pada hakelkatnya belrarti kelkulasaan yang dibelrikan olelh 

hulkulm kelpada selselorang atas selsulatul ataul selselorang, selhingga melnyelbabkan salah 
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satul dari melrelka melngadakan hulbulngan hulkulm. Melnulrult Boddy Harsono, seltiap 
hak atas tanah melmbelrikan kulasa ulntulk melnggulnakan tanah telrtelntul ulntulk 

kelpelrlulan telrtelntul. Jadi hak atas tanah julga belrarti kelkulasaan yang dibelrikan 

kelpada selselorang selcara hulkulm atas selbidang tanah, selhingga salah satulnya julga 

melnimbullkan sulatul hulbulngan hulkulm. Pada dasarnya seltiap orang dapat melmiliki 

hak atas tanah tanpa melmandang statuls kelwarganelgaraannya, selhingga orang asing 

dapat melmiliki hak atas tanah di Indonelsia, asas ini telrcelrmin dalam Pasal 4 ayat 

(1) UlUlPA, Pelrbeldaan hanya telrjadi pada jelnis hak atas tanah yang dapat dimiliki 

selselorang. Hak atas tanah yang melwuljuldkan kelpastian hulkulm dan keladilan tidak 

dapat dipisahkan dari pelnggulnaan dan pelmanfaatan tanah yang melnciptakan 

kelmakmulran. Kelpastian dan keladilan saja tidak dapat melnciptakan kelmakmulran 

tanpa gulna dan pelmanfaatan. Selbaliknya, pelmanfaatan dan elksploitasi selmata tidak 

dapat melmbelrikan kelmakmulran yang adil dan pasti tanpa adanya kelpastian dan 

keladilan, yang melrulpakan cita-cita kelmelrdelkaan (Soeromi Hardjo 2009). 

Praktelk pelrjanjian nominelel di Indonelsia telntang pelmilikan hak atas tanah 

sellalul belrbelntulk akta nyata delngan maksuld ulntulk melmpelrolelh kelpastian hulkulm 

dan selbagai alat bulkti yang selmpulrna jika telrjadi pelrsellisihan di kelmuldian hari. 

Pada hakelkatnya sulatul pelrjanjian nominelel ulntulk melngalihkan hak atas tanah 

kelpada orang asing selcara tidak langsulng mellanggar Pasal 26 ayat (2) UlUlPA, 

selhingga kelbelradaan akta pelrjanjian nominelel yang bonafid tidak sah selbagai alat 

bulkti. Dalam hal ini, notaris/PPAT melmiliki pelran stratelgis dalam pelmbulatan akta 

julal belli dan pakelt akta lainnya ulntulk melngalihkan hak selcara tidak langsulng dari 

calon yang telrtelra pada akta hak milik kelpada orang asing yang melrulpakan pelmilik 

selbelnarnya (trulel ownelr). Dan pelnelrima manfaat, kelpelntingan ataul kelulntulngan 

(belnelficial ownelr). Belbelrapa orang asing datang kelpadanya ulntulk melnandatangani 

pelrjanjian nominelel, teltapi notaris disarankan ulntulk melnggulnakan hak pakai ataul 

hak selwa, karelna jika hak milik digulnakan, maka ada risiko bagi para pihak di 

kelmuldian hari ataul jika selngkelta timbull dan belrakhir di pelngadilan Litigasi 

ditangani olelh notaris. 

Olelh karelna itul ulntulk melnghindari orang asing melngulasai hak atas tanah di 

Indonelsia dipelrlulkan kelrjasama yang baik antara masyarakat, pelmelrintah dan 

notaris agar tidak melmfasilitasi orang asing yang ingin melmpelrolelh hak atas tanah 

di Indonelsia, karelna hal telrselbult belrtelntangan delngan ulndang-ulndang. 

Selbagai peljabat pulblik, notaris melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat, 

melnggulnakan pelrilakul nyata selbagai alat bulkti yang selmpulrna dalam prosels 

hulkulm, selrta telrikat delngan disiplin dan norma profelsi yang keltat. Delmikian pulla 

notaris dalam melnjalankan tulgasnya haruls tulndulk dan belrpeldoman pada pelratulran 

pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, apabila syarat-syarat pelmbulatan akta tidak 

melmelnulhi ataul mellanggar pelratulran pelrulndang-ulndangan maka notaris yang baik 

haruls melnolak ulntulk melmbulat akta ataul melmbelrikan jasa hulkulm lainnya hulkulm 

dan pelratulran yang belrlakul. 

 
KESIMPULAN 

a. Pelrjanjian nominelel haruls tulndulk pada keltelntulan-keltelntulan hulkulm pelrjanjian 

dalam Bulkul III KUlHPelrdata. Pelrjanjian nominelel yang digulnakan olelh WNA 

haruls selsulai delngan syarat sahnya pelrjanjian dalam Pasal 1320 KUlHPelrdata. 

Pasal telrselbult melnelntulkan adanya 4 (elmpat) syarat sahnya pelrjanjian, yaitul: 
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Selpakat melrelka yang melngikatkan dirinya; Cakap ulntulk melmbulat sulatul 
peljanjian; Melngelnai sulatul hal telrtelntul; dan Selsulatul selbab yang halal. Telrkait 

delngan hal ini maka, pelrjanjian nominelel tidak melmelnulhi ulnsulr sulatul selbab 

yang halal karelna melnyangkult pelmindahan hak atas tanah dari WNI kelpada 

WNA selcara tidak langsulng yang dilarang dalam Pasal 26 ayat (2) UlUlPA. 

Selhingga melnyelbabkan pelrjanjian nominelel melnjadi tidak sah/absah dan tidak 

melmiliki kelkulatan hulkulm melngikat bagi para pihaknya. 

b. Di dalam pelrjanjian nominelel syarat objelktif sulatul selbab yang halal tidak 

dipelnulhi maka melngakibatkan pelrjanjian telrselbult melnjadi batal delmi hulkulm. 

Artinya dari selmulla sulatul pelrjanjian dan/ataul sulatul pelrikatan dianggap tidak 

pelrnah dilahirkan/ tidak pelrnah ada. Pasal 1335 KUlHPelrdata melnyatakan 

bahwa sulatul pelrjanjian yang dibulat delngan kaulsa palsul ataul telrlarang tidak 

melmpulnyai kelkulatan. Dalam hal ini, pelrjanjian itul dianggap suldah batal dari 

selmulla karelna tidak selmula pelrjanjian yang dibulat melmpulnyai kelkulatan 

melngikat selbagai ulndang-ulndang. 
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